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	Abstract: This study aims to analyze law enforcement in banking crimes and the implementation of restorative justice in resolving such crimes. This research employs a normative-empirical legal research method using a statutory approach, document and literature review, and interviews. The collected data were analyzed qualitatively and descriptively to examine law enforcement practices and the implementation of restorative justice in banking crime cases. The findings indicate that law enforcement in banking crimes is aimed at protecting customers, maintaining public confidence in banking institutions, and ensuring national economic stability. However, its implementation continues to face various challenges, including regulatory complexity, limitations in law enforcement officers’ competencies, inadequate facilities and resources, economic and political interests, and legal culture. The implementation of restorative justice may serve as an alternative approach that emphasizes the recovery of victims’ financial losses and the resolution of cases outside the formal criminal justice process. Its application must be selective and take into account the recovery of financial losses, the good faith of the offender, the characteristics and impact of the crime, and the absence of public disturbance. Therefore, restorative justice should not be understood as eliminating criminal accountability, but rather as a complementary mechanism for law enforcement that seeks to balance legal certainty, justice, utility, and the protection of public interests.


Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan serta implementasi restorative justice dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), studi dokumen dan literatur, serta wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum dan penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan bertujuan melindungi nasabah, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan menjamin stabilitas perekonomian nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas regulasi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, pengaruh kepentingan ekonomi dan politik, serta budaya hukum. Implementasi restorative justice dapat menjadi pendekatan alternatif yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penerapannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kerugian finansial, itikad baik pelaku, karakteristik tindak pidana, serta tidak menimbulkan keresahan publik. Dengan demikian, restorative justice tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi mekanisme penyelesaian yang dapat melengkapi penegakan hukum dengan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan publik.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, penegakan hukum tidak semata-mata diarahkan pada penerapan norma tertulis, tetapi juga pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan konvensional sering kali menghasilkan mekanisme yang bersifat win-lose, sehingga belum selalu mampu memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan. Proses peradilan yang panjang juga berpotensi menimbulkan penumpukan perkara dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai penyelesaian akhir.
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan sektor perbankan. Perbankan mempunyai kedudukan strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Karena fungsi tersebut, tindak pidana perbankan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individual, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas sistem perekonomian. Tugas Akhir Mambri Niko Motu menempatkan tindak pidana perbankan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menjadikan bank sebagai sarana maupun sebagai objek kejahatan sehingga membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang efektif.
Karakteristik tindak pidana perbankan juga menunjukkan adanya dimensi kerugian finansial yang kuat. Tindak pidana tersebut dapat mencakup berbagai bentuk, antara lain kejahatan fisik yang berkaitan dengan perbankan, pelanggaran administrasi, kejahatan yang berkaitan dengan produk bank, kejahatan profesional perbankan, serta bentuk pelanggaran lainnya. Dalam konteks tersebut, kerugian yang dialami bank atau nasabah tidak selalu berhenti pada kerugian material, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan dan keamanan dalam aktivitas perbankan. Tugas Akhir menunjukkan bahwa dalam praktik, proses litigasi yang berorientasi pada penghukuman pelaku belum selalu memberikan pemulihan finansial secara langsung kepada pihak yang dirugikan.
Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melihat kembali orientasi penegakan hukum pidana dalam perkara perbankan. Proses pidana pada dasarnya penting untuk menjamin pertanggungjawaban pelaku dan menjaga ketertiban hukum, tetapi dalam perkara yang memiliki dimensi kerugian finansial, penyelesaian yang hanya berorientasi pada penghukuman dapat menyisakan persoalan pemulihan kerugian korban. Tugas Akhir Mambri Niko Motu menunjukkan bahwa proses litigasi dari tahap kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dapat berlangsung dalam waktu yang panjang, sementara pihak yang mengalami kerugian belum tentu segera memperoleh pemulihan atas kerugian finansial tersebut.
Dalam perkembangan hukum pidana, restorative justice hadir sebagai pendekatan yang menempatkan pemulihan kerugian atau kerusakan sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara. Keadilan restoratif tidak semata-mata memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai kerugian yang menimbulkan dampak terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Karena itu, proses penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan korban, dan terciptanya penyelesaian yang adil bagi para pihak. Tugas Akhir menguraikan bahwa konsep tersebut pada prinsipnya bertujuan memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
Meskipun demikian, penerapan restorative justice dalam tindak pidana perbankan menghadapi persoalan tersendiri. Tidak semua tindak pidana perbankan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif karena karakter dan dampak tindak pidana perbankan sangat beragam. Tugas Akhir menegaskan bahwa penerapan pendekatan tersebut perlu dilakukan secara selektif, dengan memperhatikan besarnya kerugian yang dialami korban, adanya itikad baik dari pelaku, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Pendekatan restorative justice juga diarahkan terutama pada perkara yang belum masuk lebih jauh ke dalam proses penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.
Persoalan penting lainnya adalah belum tersedianya pedoman yang secara khusus memberikan arah yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana perbankan. Kondisi ini menjadi research gap yang relevan untuk dikaji karena pada satu sisi penegakan hukum pidana tetap diperlukan untuk menjaga kepastian dan ketertiban hukum, sedangkan pada sisi lain tindak pidana perbankan memiliki karakter kerugian finansial yang membutuhkan mekanisme pemulihan yang efektif. Tugas Akhir secara eksplisit mengidentifikasi bahwa belum ditemukan ketentuan yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana perbankan.
Dalam konteks penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Polri memiliki tugas melakukan penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, peningkatan jumlah dan kompleksitas perkara pidana berhadapan dengan keterbatasan kemampuan aparat dan sumber daya penegakan hukum. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yang lebih restoratif dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.
Namun, pendekatan restoratif tidak dapat ditempatkan sebagai pengganti mutlak terhadap sistem peradilan pidana. Dalam perkara perbankan, kepentingan individual korban harus ditempatkan berdampingan dengan kepentingan yang lebih luas, yaitu perlindungan kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Karena itu, penerapan restorative justice harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan sifat tindak pidana, tingkat kerugian, itikad baik pelaku, kemungkinan pemulihan kerugian, serta ada atau tidaknya dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Tugas Akhir menyimpulkan bahwa pendekatan tersebut menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan penyelesaian di luar pengadilan dengan syarat tertentu, bukan sekadar menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan dan menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum perbankan, khususnya mengenai hubungan antara penegakan hukum dan pendekatan keadilan restoratif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara tindak pidana perbankan yang tetap menjamin pertanggungjawaban hukum sekaligus mengutamakan pemulihan kerugian korban dan perlindungan kepentingan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN 
Bagian ini menguraikan cara penelitian dilakukan agar temuan yang disajikan dapat ditelusuri dan diuji kembali. Uraian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis, serta batasan penelitian.

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan dan penerapan restorative justice, sekaligus memperhatikan pelaksanaannya melalui informasi yang diperoleh dari pihak atau informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dipadukan dengan penelaahan dokumen dan literatur serta wawancara. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum tindak pidana perbankan dengan praktik penerapan restorative justice dalam penyelesaiannya.
Proses penelitian dilakukan melalui tahapan perumusan masalah, penghimpunan data primer dan data sekunder, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan serta penerapan restorative justice dalam penyelesaiannya.

2.2 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, kamus, laporan, dokumen atau arsip, serta berbagai referensi yang mempunyai keterkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perbankan dan penerapan restorative justice.

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan dokumen serta wawancara. Telaah pustaka dan dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen, buku, dan sumber kepustakaan maupun sumber informasi lain yang berkaitan dengan hukum, khususnya penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan.
Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan atau pihak yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris yang mendukung analisis mengenai praktik penegakan hukum dan penerapan restorative justice dalam tindak pidana perbankan.

2.4 Teknik Analisis Bahan Hukum
Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara selanjutnya disusun dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data yang relevan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum dan permasalahan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan serta penerapan restorative justice dalam penyelesaiannya. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

2.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan dan penerapan restorative justice dalam penyelesaiannya, khususnya dalam konteks penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Pembahasan tidak diarahkan pada seluruh bentuk kejahatan di sektor keuangan, melainkan pada tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup hukum perbankan dan kemungkinan penerapan pendekatan restoratif berdasarkan karakteristik perkara, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi dan kepentingan para pihak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan disajikan secara terpadu mengikuti dua rumusan masalah. Subbagian 3.1 menganalisis pertimbangan hakim beserta kedudukan siri' di dalamnya, sedangkan subbagian 3.2 menganalisis implikasi tujuan pemidanaan yang tercermin dari putusan.

3.1 Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perbankan
Tindak pidana perbankan merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional. Perbankan memiliki kedudukan strategis sebagai bagian dari sistem moneter dan pembayaran sekaligus sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Karena itu, kejahatan yang terjadi di sektor perbankan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu, tetapi juga dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan kegiatan perbankan dan stabilitas ekonomi.
Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan memberikan sanksi kepada pelaku. Penegakan hukum merupakan salah satu tahapan dalam keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi merupakan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang, tahap aplikasi merupakan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, sedangkan tahap eksekusi merupakan pelaksanaan pidana setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tindak pidana perbankan sangat dipengaruhi oleh kualitas aturan yang tersedia serta kemampuan aparat dalam menerapkannya. Dalam bidang perbankan, kerangka hukum telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur kegiatan usaha dan prinsip kehati-hatian perbankan, tetapi juga memuat ketentuan pidana serta sanksi administratif terhadap pelanggaran tertentu.
Peraturan perbankan juga berkembang melalui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan terhadap aktivitas bank, antara lain ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, giro wajib minimum, penguasaan sementara manajemen bank, transaksi derivatif, persyaratan bank devisa, serta ketentuan yang berkaitan dengan rahasia bank. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memperkuat pengaturan sanksi pidana dan memperkenalkan ancaman pidana minimum khusus pada ketentuan tertentu.
Namun, keberadaan regulasi yang relatif lengkap belum dengan sendirinya menjamin optimalnya penegakan hukum. Hasil kajian dalam Tugas Akhir menunjukkan bahwa jumlah kejahatan perbankan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah perkara yang berhasil diungkap, diproses, dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Dalam praktik, terdapat perkara yang menggunakan Undang-Undang Perbankan dan terdapat pula perkara yang ditangani dengan menggunakan ketentuan hukum lain, seperti KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakter tindak pidana perbankan yang bersinggungan dengan berbagai bidang hukum dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk diterapkan.
Pilihan penggunaan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana perbankan, sebagaimana diuraikan dalam Tugas Akhir, antara lain dipengaruhi oleh pertimbangan teknis penyidikan, penuntutan, pembuktian, serta berat-ringannya ancaman pidana. Dalam beberapa perkara yang mempunyai keterkaitan dengan keuangan negara, ketentuan tindak pidana korupsi digunakan meskipun perbuatannya juga mempunyai karakter sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Situasi tersebut menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan dan sekaligus menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan asas lex specialis derogat legi generali.
Persoalan penegakan hukum juga terlihat pada tahap eksekusi. Tugas Akhir menunjukkan adanya perkara yang meskipun telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi pelaksanaan putusannya tidak dapat dilakukan secara penuh karena terpidana melarikan diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberhasilan penyidikan atau putusan pengadilan, tetapi harus dilihat secara utuh sejak tahap formulasi, aplikasi, sampai dengan eksekusi.
Perkembangan teknologi semakin memperluas kompleksitas penegakan hukum di sektor perbankan. Digitalisasi perbankan melahirkan berbagai layanan berbasis komputer, jaringan daring, kartu kredit, ATM, dan sistem pembayaran elektronik. Pada saat yang sama, perkembangan tersebut juga menghadirkan modus operandi baru dalam melakukan kejahatan perbankan. Tugas Akhir menunjukkan bahwa beberapa kejahatan yang menggunakan teknologi pada praktiknya justru diproses menggunakan ketentuan pidana umum, sementara perkembangan teknologi juga memungkinkan munculnya bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya tertampung dalam ketentuan yang tersedia.
tas kondisi tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan harus memperhatikan sejumlah faktor yang saling berkaitan. Tugas Akhir mengidentifikasi lima faktor utama, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum atau sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta kelompok kepentingan, dan faktor kebudayaan hukum. Keserasian antarunsur tersebut diperlukan karena gangguan pada salah satu subsistem dapat memengaruhi keseluruhan proses penegakan hukum.
Pertama, faktor peraturan perundang-undangan. Peraturan menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana perbankan. Persoalannya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya aturan, tetapi juga mengenai kecukupan dan kelayakan teknis-yuridis aturan tersebut untuk menghadapi perkembangan kejahatan perbankan. Luasnya bentuk dan modus kejahatan menyebabkan ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan tidak selalu mampu menampung seluruh perkembangan kejahatan. Akibatnya, aparat dapat membutuhkan ketentuan lain di luar undang-undang perbankan, termasuk KUHP dan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi.
Kedua, faktor penegak hukum dan sumber daya manusia. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan aktor penting dalam sistem peradilan pidana. Menurut hasil kajian Tugas Akhir, karakter tindak pidana perbankan menuntut bukan hanya jumlah sumber daya manusia yang memadai, tetapi juga kualitas intelektual dan moral yang tinggi. Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman khusus mengenai bidang perbankan karena pelaku kejahatan perbankan dapat memiliki pengetahuan, keahlian, dan sumber daya yang memungkinkannya melakukan kejahatan secara kompleks. Karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan dan kerja sama dengan profesi yang memahami industri perbankan dipandang penting.
Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Perkembangan teknologi perbankan menuntut aparat penegak hukum memiliki fasilitas investigasi yang memadai. Komputerisasi, ATM, kartu kredit, dan layanan perbankan berbasis teknologi menghasilkan modus kejahatan yang semakin kompleks sehingga kemampuan penegakan hukum juga harus didukung peralatan, dana, dan fasilitas yang sesuai. Tanpa dukungan tersebut, kemampuan aparat untuk mengungkap tindak pidana perbankan akan terbatas.
Keempat, faktor masyarakat dan kelompok kepentingan. Partisipasi masyarakat mempunyai arti penting karena tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang berdampak terhadap kepentingan sosial. Namun, karakter kejahatan perbankan yang bersifat teknis menyebabkan keterlibatan masyarakat secara umum relatif terbatas. Dalam kondisi demikian, kelompok masyarakat atau organisasi yang memiliki pengetahuan mengenai perbankan dapat membantu meningkatkan pengawasan dan partisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Di sisi lain, Tugas Akhir juga mengidentifikasi adanya potensi intervensi kepentingan ekonomi dan politik yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum.
Kelima, faktor budaya hukum. Budaya hukum berkaitan dengan ide, sikap, kepercayaan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks tindak pidana perbankan, persoalan budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan maupun sikap masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Karena itu, perbaikan penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan regulasi dan penguatan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan perbaikan terhadap subsistem sosial yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat.
Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan penegakan hukum tindak pidana perbankan bukan semata-mata terletak pada lemahnya ancaman pidana atau kurangnya proses penindakan, tetapi merupakan persoalan sistemik yang melibatkan substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Karakter tindak pidana perbankan yang tersembunyi, kompleks, dan dalam beberapa kondisi melibatkan pelaku yang memiliki pengetahuan khusus membuat penegakan hukum membutuhkan strategi yang lebih adaptif.
Dalam konteks tersebut, penegakan hukum pidana tetap merupakan instrumen penting, tetapi tidak semestinya dipandang sebagai satu-satunya sarana penanggulangan tindak pidana perbankan. Tugas Akhir menegaskan pentingnya integrasi antara sarana penal dan nonpenal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Pendekatan tersebut menjadi relevan karena tindak pidana perbankan tidak hanya berhubungan dengan pelanggaran norma pidana, tetapi juga dengan persoalan kerugian finansial, perlindungan korban, kepercayaan publik, dan stabilitas sistem perbankan.
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan telah memiliki dasar regulasi dan mekanisme penegakan melalui sistem peradilan pidana, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan praktis. Kendala tersebut mencakup kompleksitas aturan, keterbatasan dan kompetensi sumber daya manusia, kebutuhan fasilitas teknologi, pengaruh kepentingan ekonomi dan politik, serta budaya hukum masyarakat. Temuan ini sekaligus menjadi dasar argumentasi bagi pentingnya pendekatan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan, khususnya restorative justice, yang akan dianalisis pada bagian berikutnya.

3.2 Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan
Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dari proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak semata-mata melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang perlu dipulihkan. Dalam kerangka tersebut, korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi diberi ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dapat memenuhi kebutuhannya.
Dalam perkara tindak pidana perbankan, orientasi pemulihan tersebut memiliki relevansi yang kuat karena karakteristik kejahatan perbankan berkaitan erat dengan kerugian finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum secara konvensional yang berorientasi pada penghukuman pelaku belum selalu memberikan pemulihan secara cepat dan langsung kepada pihak yang mengalami kerugian. Padahal, salah satu akibat utama tindak pidana perbankan adalah kerugian finansial yang dapat dialami bank maupun nasabah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang mampu mengintegrasikan pertanggungjawaban pelaku dengan pemulihan kerugian korban.
Penerapan restorative justice dalam perkara perbankan, bagaimanapun, tidak dapat dilakukan secara otomatis terhadap semua jenis tindak pidana. Karakteristik perkara, tingkat kerugian, akibat yang ditimbulkan, kepentingan korban, serta dampak terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Hasil penelitian Mambri Niko Motu menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dilakukan secara selektif, terutama dengan memperhatikan adanya upaya pemulihan kerugian finansial, itikad baik pelaku, serta tidak timbulnya keresahan publik. Dengan demikian, restorative justice tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian yang menempatkan pemulihan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut.
Dalam konteks kelembagaan, Polri memiliki posisi penting dalam penerapan pendekatan tersebut karena mempunyai tugas menegakkan hukum serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Tugas Akhir mengaitkan kewenangan tersebut dengan kebutuhan untuk mencari bentuk penanganan perkara yang tidak selalu harus berakhir pada proses peradilan formal, sepanjang penyelesaian alternatif tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan dapat memberikan keadilan substantif.
Perkembangan kebijakan Polri menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih restoratif. Tugas Akhir mencatat bahwa setelah penerapan keadilan restoratif pada perkara tertentu, pendekatan tersebut berkembang melalui Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dan kemudian diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif telah memperoleh ruang dalam kebijakan penegakan hukum kepolisian.
Secara konseptual, penerapan restorative justice berusaha menggeser orientasi penyelesaian perkara dari semata-mata pemidanaan menuju proses dialog, mediasi, pertanggungjawaban, dan pemulihan. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan mengambil tanggung jawab terhadap akibat perbuatannya, sementara korban memperoleh kesempatan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Tugas Akhir memandang pendekatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban serta memberikan ruang bagi terciptanya keadilan substantif.
Dalam tindak pidana perbankan, orientasi pemulihan menjadi semakin penting karena kerugian finansial merupakan salah satu karakter utama akibat tindak pidana. Penyelesaian melalui restorative justice memungkinkan kerugian korban ditempatkan sebagai bagian utama dari proses penyelesaian. Tugas Akhir menegaskan bahwa tujuan pendekatan restoratif antara lain memberikan kesempatan agar korban memperoleh ganti kerugian secara lebih cepat, mengurangi beban lembaga penegak hukum, mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
Namun demikian, penerapan pendekatan restoratif harus tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Tindak pidana perbankan mempunyai karakter yang berbeda dengan tindak pidana ringan yang dampaknya terbatas pada hubungan individual. Karena bank berkaitan dengan kepercayaan publik dan sistem keuangan, penyelesaian suatu perkara tidak boleh semata-mata didasarkan pada kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai. Penanganan perkara harus memperhitungkan apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang lebih luas atau berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Karena itu, tidak semua tindak pidana perbankan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.
Kriteria tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kepentingan individual korban dan kepentingan publik. Pemulihan kerugian merupakan aspek utama karena memberikan manfaat langsung kepada korban, tetapi penyelesaian juga harus memastikan bahwa proses tersebut tidak menimbulkan preseden yang justru melemahkan fungsi pencegahan hukum pidana dalam sektor perbankan. Dalam konteks ini, restorative justice harus ditempatkan sebagai pendekatan yang selektif dan proporsional, bukan sebagai mekanisme otomatis untuk menghentikan seluruh perkara perbankan.
Dari perspektif teori kemanfaatan, penerapan restorative justice dapat memberikan nilai positif apabila penyelesaian perkara menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi para pihak dan masyarakat. Tugas Akhir menguraikan bahwa pendekatan restoratif dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, sekaligus memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh pemulihan lebih cepat. Di sisi lain, pendekatan tersebut juga dapat mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan.
Dari perspektif keadilan, restorative justice berusaha menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif. Proses formal peradilan pidana pada prinsipnya menempatkan negara sebagai pihak yang mengendalikan proses penanganan perkara, sedangkan pendekatan restoratif memberikan ruang yang lebih besar kepada korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam penyelesaian. Karena itu, hasil akhir penyelesaian tidak hanya berupa penghukuman, tetapi dapat berupa kesepakatan pemulihan yang dipandang adil oleh pihak-pihak yang terlibat.
Dalam konteks kebijakan kepolisian, pendekatan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan diskresi. Tugas Akhir menjelaskan bahwa polisi memiliki kewenangan untuk menentukan tindakan yang diperlukan dalam menangani suatu perkara dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku. Diskresi tersebut tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi sebagai kewenangan yang harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Dalam konteks tertentu, restorative justice dapat menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang ditawarkan dengan mempertimbangkan karakter perkara dan kepentingan korban maupun pelaku.
Penerapan restorative justice dalam tindak pidana perbankan juga memerlukan adanya itikad baik pelaku. Kesediaan pelaku untuk mengakui perbuatan, bertanggung jawab, dan memulihkan kerugian merupakan bagian penting dari pendekatan restoratif. Tanpa adanya pertanggungjawaban dari pelaku, penyelesaian di luar pengadilan berpotensi hanya menjadi kesepakatan formal tanpa menghasilkan pemulihan yang bermakna. Karena itu, itikad baik ditempatkan sebagai salah satu persyaratan utama dalam temuan penelitian.
Selain itu, kondisi perkara sebelum masuk ke dalam proses pidana formal juga menjadi pertimbangan. Tugas Akhir menyatakan bahwa upaya restorative justice dapat dilakukan ketika perkara belum masuk lebih jauh ke dalam proses penegakan hukum pidana oleh institusi penegak hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif apabila digunakan pada tahap awal sehingga memungkinkan para pihak membangun komunikasi, mengidentifikasi kerugian, dan mencapai kesepakatan pemulihan sebelum perkara berkembang menjadi proses litigasi yang panjang.
Penelitian juga menemukan adanya contoh penerapan pendekatan restoratif dalam perkara yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman prapensiun. Dalam perkara tersebut, seorang karyawan bank menawarkan fasilitas kredit kepada korban, tetapi pada saat pencairan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah kredit yang diajukan dan jumlah yang disepakati. Penanganannya kemudian diarahkan melalui proses dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif dapat digunakan untuk menggeser orientasi penyelesaian dari semata-mata pemidanaan menuju proses pemulihan dan kesepakatan.
Meskipun demikian, pendekatan tersebut tetap menghadapi keterbatasan normatif dan praktis. Tugas Akhir mengidentifikasi bahwa belum terdapat pedoman yang secara khusus mengatur seluruh karakteristik tindak pidana perbankan dalam perspektif restorative justice. Karena tindak pidana perbankan memiliki tingkat keseriusan yang beragam, diperlukan penilaian yang cermat untuk menentukan perkara mana yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif dan perkara mana yang harus tetap diproses melalui sistem peradilan pidana formal.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan restorative justice dalam tindak pidana perbankan dengan demikian dapat dirumuskan melalui beberapa prinsip utama, yaitu pemulihan kerugian korban, adanya itikad baik pelaku, persetujuan atau keterlibatan para pihak, tidak menimbulkan keresahan publik, serta dilakukannya secara selektif dengan mempertimbangkan karakter dan tingkat dampak tindak pidana. Prinsip tersebut menempatkan pemulihan sebagai inti penyelesaian, tetapi tetap menjaga fungsi penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Kesimpulan Tugas Akhir secara eksplisit menempatkan pemulihan kerugian korban dan penyelesaian di luar pengadilan sebagai orientasi utama, dengan syarat adanya pemulihan finansial, itikad baik pelaku, dan tidak timbulnya keresahan publik.
Dengan demikian, implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan dapat dipandang sebagai pendekatan yang memungkinkan tercapainya keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan, tetapi penerapannya tidak bersifat absolut. Pendekatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang tetap mempertahankan kepastian hukum, perlindungan korban, kepentingan publik, dan stabilitas sistem perbankan. Karena itu, restorative justice lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian selektif bagi perkara yang memenuhi persyaratan tertentu, terutama perkara yang kerugiannya dapat dipulihkan dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan merupakan proses yang tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melindungi nasabah, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan mempertahankan stabilitas perekonomian nasional. Penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas dan keterbatasan regulasi, kualitas serta kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, pengaruh kepentingan ekonomi dan politik, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana perbankan memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi sejak tahap formulasi, aplikasi, hingga eksekusi. 
Implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan dapat menjadi pendekatan alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya keadilan substantif. Namun, penerapannya tidak dapat dilakukan terhadap seluruh tindak pidana perbankan secara otomatis, melainkan harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakter dan dampak tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pendekatan tersebut terutama mensyaratkan adanya pemulihan kerugian finansial korban, itikad baik pelaku, serta tidak timbulnya keresahan publik. Dengan demikian, restorative justice seharusnya diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian yang melengkapi penegakan hukum pidana, bukan sebagai sarana untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku.
Pada akhirnya, penerapan restorative justice dalam tindak pidana perbankan perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan kepentingan publik. Pendekatan ini paling relevan untuk perkara yang memungkinkan pemulihan kerugian secara nyata dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat maupun stabilitas sistem keuangan. Karena itu, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk menilai setiap perkara secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan karakteristik tindak pidana perbankan.
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